DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andriani, R., & Fikri, A. (2023). Ketimpangan posisi tawar pekerja dalam
perjanjian kerja. Jurnal Hukum Lex Renaissance, 8(2), 215-216.

Anggriawan, T. P., Purwanto, A. M. D. C., & Wardhani, S. K. (2023). Pengantar
Hukum Perdata. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Azhar, M. (2015). Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang: UnesPress.

Bambang S., R. J. (2021). Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
Jakarta: Kencana.

Budiono, A. R. (2021). Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.

Hidayat, R., & Azizah, N. (2025). Perlindungan hukum tenaga kerja asing dalam
perselisihan hubungan industrial. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(2).

Kartikawati, D.R, (2019), Hukum Kontrak, Bekasi: Elvaretta Buana.

Khakim, A. (2014). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bandung:
Citra Aditya Bakti.

Marzuqi, P.M. (2021), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Miru, A., (2007), Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali
Pers.

Nurhaliza, S., & Igbal, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam
perjanjian kerja yang tidak seimbang. Jurnal Kertha Patrika, 46(1), 121—
122.

Purwendah, E. K. (2022). Hukum Acara Perselisthan Hubungan Industrial.
Yogyakarta: FH UII Press.

Pranata, S., & Saraswati, R. (2022). Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja
asing dan perlindungan hak pekerja. Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM, 29(2), 278-279.

Priyono, F. J. (2021). Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

101



102

Rahayu, S. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di
Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang.

Ramadhani, D. A., & Sugianto, M. F. (2024). Ketimpangan posisi tawar pekerja
asing dalam hubungan kerja. Jurnal Kertha Patrika, 46(2), 189-190.

Rivai, V. (2006). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke
praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salvatore, D. (2005). Ekonomi manajerial dalam perekonomian global. Jakarta:
Salemba Empat.

Sundary, R. L., & Nugroho, W. (2022). Klausul baku dalam perjanjian kerja dan
perlindungan pekerja. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 512-513.

Siregar, S. (2019). Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Bogor: Ghalia
Indonesia

Santoso, B. (2025). Hukum Ketenagakerjaan Global dan Perlindungan Pekerja
Asing. Jakarta: Sinar Grafika.

Sari, D. R. (2023). Hak normatif pekerja dan perlindungan hukumnya dalam
hubungan industrial. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, 6(1).

Sinaga, N. A. (2018). Peranan Perjanjian Kerja. Jakarta: Kencana.

Siregar, S. (2019). Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Bogor: Ghalia
Indonesia

Slamet, A. (2023). Hukum Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial. Jakarta:
Kencana.

Suhartini, E., et al. (2022). Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah. Depok:
Rajawali Pers

Sundary, R. 1., & Nugroho, W. (2022). Klausul baku dalam perjanjian kerja dan
perlindungan pekerja. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 512-513.

Subekti. (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.

Suhartini, Endeh et al. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah.
Depok: Rajawali Pers.

Sutarno. (2017). Manajemen dan Kebijakan Ekonomi Perusahaan. Yogyakarta:
Penerbit Andi.



103

Soeroso, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Trijono, R., (2014), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Papas Sinar

Sinanti.

Tunggal, Hadi Setia. (2014). Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta:
Haravindo.

Waulandari, L. (2022). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing di
Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Burgelijk Wetboek voor Indonesie. (1847). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 2003.

Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang — undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664.

Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Dps
Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 19/Pdt.Sus-PHI1/2024/PN Dps
Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps
JURNAL

Avianto, R., Suhartini, E., & Adiwijaya, A. J. S. (2022). Perbandingan Sistem
Hubungan Kerja Pkwtt Dan Pkwt Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Pekerja. Jurnal lImiah Living Law, 14(2), 154-167..

Baskoro, A. D., Juliasari, A. P., & Dharma, D. A. P. (2025). Mediasi Sebagai
Alternatif Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan
Hubungan Kerja: Kajian Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan. Media
Hukum Indonesia (MHI), 3(2).



104

Bestari, R. R. H. S. (2023). Implementasi pelaksanaan perjanjian kerja waktu
tertentu  (PKWT) pekerja tenaga kerja asing terhadap hukum
ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Lex Specialis, 4(1).

Budi, I. S., & Syantoso, A. (2019). Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban
Outsoursing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. A/ Igtishadiyah Jurnal
Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 4(1).

Fitri, A. A. (2025). Perlindungan hukum pengguna jasa Maxim saat terjadi
kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen (Skripsi, IAIN Palopo).

Flambonita, S., & Kuspraningrum, E. (2023). Provisions for The Use of Foreign
Workers in Indonesia. Fundamental: Jurnal llmiah Hukum, 12(1), 1-12.

Hanifah, 1. (2024). Non-litigation dispute resolution based on labor law in
Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1).

Hidayat, K., & Abadi, S. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu
akibat mengundurkan diri sebelum waktu perjanjian kerja berakhir.
Gorontalo Law Review, 7(1), 58—68.

Husni, L. (2006). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.

Indriyani, A. S., & Kusumawati, M. P. (2024). Tinjauan Yuridis Penyelesaian
Perselisihan Hak (Upah) Antara Pekerja Dan Pengusaha Di Pengadilan
Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ygyakarta Kelas IA.
In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (pp. 165-181).

Kasra, H. (2022). Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Di Indonesia: Studi UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisthan Hubungan Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum. Sol
Justicia, 5(1), 97-112.

Khoirul, H. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu akibat
mengundurkan diri sebelum waktu perjanjian kerja berakhir (Skripsi,
Universitas Wijaya Putra)

Khoirul, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Waktu Tertentu Akibat
Mengundurkan Diri Sebelum Waktu Perjanjian Kerja Berakhir (Doctoral
dissertation, Universitas Wijaya Putra).

Mario, H., & Panggabean, M. L. (2024). Legal Protection for Fixed-Term
Employment Contract Patterns based on Law No. 6 of 2023 on The



105

Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job
Creation. JURNAL AKTA Vwupemautenu: Universitas Islam Sultan
Agung, 11(4), 1104.

Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian
Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. Notarius, 16(2), 631-
647.

Melisa, dkk., (2023) Kedudukan dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan
di Indonesia. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 5, No.
1,

Muklis, M. (2023). Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum
Perdata. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(1), 6-10.

Mulgiyah, K. (2023). Urgensi Pengaturan Right To Disconnect Terhadap Pekerja
Gig Economy Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

Rachmawati, Lusi. (2024). “Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Asing dalam
Kasus Pemutusan Hubungan Kerja.” Jurnal llmu Hukum Forum Justitia 9

Ruman, Y. (2023) "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan," Jurnal
Psikologi Humaniora BINUS University,

Rosita, K., & Waluyo, W. (2023). Hukum ketenagakerjaan sebagai instrumen
pelindung bagi tenaga kerja dan pengusaha dalam penanganan masalah
hubungan kerja. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonom,

Salman, T. dan Budhiartie, A., (2024) "Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan
Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia," Jurnal Nalar
Keadilan, Vol. 4, No. 2,

Saniri, O. (2018). Tanggung jawab perusahaan dalam ketenagakerjaan dan
perlindungan pekerja. Jurnal Hukum, 12(3), 45-62.

Samadi, J. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam
Sistem Ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis), 3(2),
71-80.

Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum
Privat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 152-166

Sasongko, U. A., & Arpangi, A. (2023). Legal analysis of legal protection of the
rights of employees with fixed-term employment agreements (PKWT) who
receive unilateral termination of employment (PHK) by the company. Jurnal



106

Hukum Khaira Ummah, 20(2), 2083—-2104.Silondae, A. A., & Ilyas, W. B.
(2011). Pokok-pokok hukum bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Sridadi, A. R. (2016). Pedoman perjanjian kerja bersama: Perjanjian kerja
bersama antara pengus dan serikat pekerja dalam perspektif manajemen
sumber daya manusia. EMPAT DUA MEDIA (CV. CITA INTRANS
SELARAS).

Suhartini, E., dkk. (2020). Hukum ketenagakerjaan dan kebijakan upah. Depok:
Rajawali Pers.

Sukri. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Proses dan
Pendekatannya. Jakarta: Penerbit Indopress.

Suryandono, W. (2017). Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum. Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Triasmono, H., Warka, M., Setyaji, S., & Hufron, H. (2025). Konsep Pengaturan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan
Proporsional. Legal Standing: Jurnal llmu Hukum, 9(4), 872-885.

Ustien, D. O. (2022). Upaya Hukum dalam Perundingan Binapartit. Jurnal IImiah
Dikdaya, 12(2), 379-382.

Yunus, Y., Lasori, S. A., Pede, A., & Salam, S. (2023). Urgensi Penyelesaian
Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. Jurnal
Kewarganegaraan, 7(1), 702-706.

Zainuddin, M., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga
Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta
Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. Pattimura Law Study
Review, 1(2), 98-1009.

Lain- lain

Artonang. (2015, 6 Mei). Perjanjian  kerja. Diakses dari
http://artonang.blogspot.com/2014/12/perjanjian-kerja.htmINingsih, A. D.

(2023). Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. (Doctoral
Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Hakim, R. N. (2021, 22 Februari). PP turunan UU Cipta Kerja, kini pekerja PKWT
bisa dikontrak hingga 5 tahun. Kompas.com. Diakses dari
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/12392751



http://artonang.blogspot.com/2014/12/perjanjian-kerja.html
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/12392751

107

Rakhmat Nur Hakim, https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/1239275 1/pp
turunan-uu-cipta-kerja-kini-pekerja-pkwt-bisa  dikontrak-hingga-5-tahun,
diakses pada 27 Februari 2021 pukul 13:00.



